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ABSTRAK

Huda, Aditya Lukman. 2010. “Studi Kritis Pelakasanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kendal Tahun 2008-2009”. Program Studi Ilmu Hukum. Jurusan hukum tata negara. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I : Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum. Pembimbing II : Arif Hidayat, S.H.I, M.H.

Kata Kunci: Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Meningkatnya jumlah kendaran akan menimbulkan kekacauan, kemacetan, dan berbagai macam pelanggaran lalu-lintas. 
Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu, diperlukan pengaturan dalam satu undang-undang (UU) yang utuh. UU yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 22 juni 2009. Sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebelum UU No. 14 Tahun 1992 berlaku UU No. 3 Tahun 1965. Merupakan UU pertama di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Hukum Polres Kendal tahun 2008-2009, dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan UU lalu lintas dan angkutan jalan, hambatan yang dihadapi dalam upaya mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten  Kendal.

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal. Data diperoleh dari : wawancara kepada responden dan informan, dokumentasi serta observasi. Teknik analisa data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif melalui kegiatan pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Implementasi UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan di Wilayah Hukum polres Kendal belum bisa sepenuhnya terlaksana karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 belum di sahkan, Dalam penegakannya masih menggunakan UU No. 14 Tahun 1992. Kurangnya dukungan masyarakat akan hukum pada akhir-akhir ini, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan begitu saja masyarakat, akan tetapi kita juga harus melihat faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa masyarakat bersikap apatis terhadap hukum, Faktor “kurang sadar hukum” inilah yang sering kali menentukan terjadinya pelanggaran lalu lintas, sehingga upaya mencegahannya sangat sulit. Pengembangan prasarana jalan termasuk faktor penunjang yang sangat penting agar terjadi keseimbangan peningkatan kualitas kendaraan. 

Rekomendasi yang hendak di tawarkan peneliti yaitu hendaknya Petugas yang berwenang dalam bidang lalu lintas sebaiknya sebagian besar terjun kelapangan untuk menangani secara langsung tentang segala hal yang ada kaitanannya dengan pemakai jalan. Sedangkan untuk mengaturan yang berhubungan dengan administrasi sepenuhnya di serahkan kepada pegawai sipil, sedang pimpinannya masih tetap dipegang oleh kepala satuan lalu lintas. Masyarakat harus mulai menghargai peraturan dan hak pengguna jalan yang lain, di sisi lain Polisi juga harus mampu mereformasi diri sehingga lebih akuntabel, transparan dan tidak terkesan memanfaatkan UU/peraturan untuk meraih keuntungan dari masyarakat melalui denda yang tidak legal atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat.
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